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KATA PENGANTAR
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

e Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

e Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi,
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.

e Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara-bila ada, tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

e Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
» Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
» Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus
Akuntansi Pemerintahan.
Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus
kendali mutu jawaban.
Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

YVVV VY

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

e Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata
bagi semua pemangku kepentingan.

e Memberi panduan semacam yurisprudensi.

e Mendorong publik cg. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.

e Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

________________________________________________________________________________________________________|
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e Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi &
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.

e Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi
pemerintahan.

e Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.

e Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.

e Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku
kepentingan.

e Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.

e Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara- tidak disajikan dalam
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

e Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian
produk resmi KSAP.

e Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

e Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.

e Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi,
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.

e Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim Kkecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.

e Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

e Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep
sementara surat jawaban.

e Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP
Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP
harus berdasar Lampiran 2 tersebut.

2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok
Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1)
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP,
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga
menimbulkan masalah baru di masa depan.

3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus
dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan
umum.

4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi
pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat
masuk bukan merupakan domain akuntansi cg tugas penyusunan standar namun
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar
domain KSAP.

5. KSAP bersikap independent cqg. tidak memihak dan membuat jawaban dengan
integritas paripurna.

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis,
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,
|
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan,
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya
memahami bahwa :

e Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat,
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.

e Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

e Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.

e Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Februari 2019.
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2019
No. | Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal
1[15-Feb-2019 S-18/K.1/KSAP/11/2019 Direktur Jenderal Kementerian Keuangan [Akuntansi Aset Tetap : Revaluasi Aset
Kekayaan Negara Kemitraan 1
2|28-Feb-2019 S-20/K.1/KSAP/11/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan [Akuntansi Penghapusan KDP
4
3|27-Mar-2019 S-26/K.1/KSAP/I11/2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi [Akuntansi KPBU
dan Informasi 11
4(27-Mar-2019 S-27/K.1/KSAP/111/2019 Inspektur Pemerintah Provinsi Akuntansi Pengakuan Aset dan
Sulawesi Barat Kewajiban 16
5|27-Mar-2019 S-28/K.1/KSAP/111/2019 Direktur RSUD Dr. Iskak Akuntansi Pendapatan BLUD
Kabupaten Tulungagung 19
6/27-Mar-2019 S-29/K.1/KSAP/111/2019 Kepala Biro Keuangan [Kementerian Sosial Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
21
7|6-May-2019 S-44/K.1/KSAP/V/2019 Kepala Biro Keuangan [Kementerian Kelautan Akuntansi ATB
dan Perikanan 33
8|6-May-2019 S-45/K.1/KSAP/V/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Akuntansi Penghapusan Piutang
37
9|10-May-2019 S-46/K.1/KSAP/V/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Akuntansi Perubahan Kebijakan
Penyusutan 45
10|16-Jul-2019 S-63/K.1/KSAP/VI1/2019 Kepala Badan Kabupaten Solok Selatan [Akuntansi Piutang Dana Bergulir
Pengelola Keuangan 49
Daerah
11|16-Jul-2019 S-64/K.1/KSAP/VI1/2019 Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta Akuntansi Pengembalian Kelebihan
Pengelola Keuangan Pajak 55
Daerah
12|16-Jul-2019 S-65/K.1/KSAP/VI1/2019 Direktur Rumah Sakit Umum Pengelolaan Anjak Piutang
Daerah 58
13(29-Aug-2019 S-81/K.1/KSAP/VI1/2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan |Metode Penilaian Persediaan
60
14|3-Oct-2019 S-93/K.1/KSAP/X/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Akuntansi Investasi
Singingi 65
15|8-Nov-2019 S-101/K.1/KSAP/XI/2019 Kepala BKD Kabupaten Pasuruan Akuntansi Dana BOS
69
16(15-Nov-2019 S-107/K.1/KSAP/X1/2019 Direktur RSUD Rr. Kabupaten Tulungagung [Akuntansi Utang Jangka Pendek
Ishak 73
17|15-Nov-2019 S-108/K.1/KSAP/XI1/2019 Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala [Akuntansi Kapitalisasi dan Penyusutan
Aset Tetap 75
18(15-Nov-2019 S-109/K.1/KSAP/X1/2019 Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya [Akuntansi Investasi Jangka Panjang
Permanen 78
19|15-Nov-2019 S-110/K.1/KSAP/XI1/2019 Kepala BKD Provinsi Gorontalo Akuntansi Hibah dan Akuntansi Aset
Tetap 83































10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JalanJenderal Sudirman No. & 0511-4799543 Marabahan Kal.Sel 70513

Nomor
Lampiran :

Perihal

: 900/ 13Y/AKT-BPKAD/2019 Kepada
- Yih. Ketua Komite Standar

: Perubahan Batasan Nilai Kapitalisasi Akuntansi Pemerintahan
Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap di-
yang telah di pindah ke Aset Lainnya JAKARTA

Sehubungan dengan rencana revisi kebijakan akuntansi pemerintah

daerah Kabupaten Barito Kuala maka, dengan ini kami mohon penjelasan,
arahan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
sebagai berikut :

Jika terjadi perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, apakah
aset tetap ditahun sebelum penetapan batasan kapitalisasi yang baru dan
berada di bawah batasan nilai kapitalisasi yang baru dapat dikeluarkan
dari sajian aset tetap dan aset lainnya(jika aset tetap tersebut sudah
dipindahkan ke aset lainnya karena tidak lagi memenuhi difinisi aset tetap
tetap).

Bagaimanakah perlakuan penyusutan Aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah karena tidak lagi memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya, jika nilai buku aset
tersebut masih ada, dan mengingat aset tetap berkenaan sudah tidak
operasional lagi, apakah beban penyusutan/akumulasi penyusutan
terhadap aset tetap yang telah di pindah ke aset lain-lain tersebut dapat
dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon arahan,
penjelasan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Marabahan, 11 Oktober 2019

Plh Képa!‘ai Badan Pengelolaan
) Keuangayan Aset Daerah,

- Pahrida /Qti, SE, M.Si

NIP. 19700218 1996 03 2 002
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Dengan adanya perubahan tersebut mohon penjelasan terkait :

1) Bagaimana perhitungan akumulasi penyusutan terhadap aset yang
sebelumnya dihitung menggunakan masa manfaat sampai dengan
Tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan masa manfaat untuk tahun
2019,

2) Apakah bisa melakukan perhitungan ulang atas akumulasi penyusutan
yang menggunakan masa manfaat yang baru, dan bagaimana dengan
alkumulasi penyusutan tahun sebelumnya (2018). '

3) Bagaimana dengan nilai buku aset tahun 2018 yang masih
menggunakan masa manfaat dan akumulasi penyusutan yang lama,
apakah bisa dijadikan dasar untuk menghitung kembali penyusutan
tahun 2019

3. Jaminan atas TGR metupakan harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan.
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Permendagri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan bahwa dalam
rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh HalJAhli Waris dapat menjual
barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan
setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.,
Sehubungan dengan hal tersebut mohon penjelasan :

1) Bagaimana dengan keadaan apabila jaminan tersebut tidak lakuy dijual
sesuai dengan harga yang ditentukan appraisal, apakah jaminan
tersebut bisa dijadikan aset pemerintah,

2) Apabila hal tersebut pada point 1 bisa dilaksanakan, apakah hal tersebut
menjadi pengurang dari jurlah TGR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih

NIP 196009061985031002

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Gubemur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Gorontalo

3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif:

1.
2.

o 0w
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26.
27.
28.
29.
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